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; TEMBUSAN kepada: (+ 2 lampiran)

i g 1l.Kepala Kantor Urusan Pegawai

2.5emuza Gubermur

3.5ema Residen/Residen Xoordinator

4.8emug Bupeti

s.Kepala Djawatan Perbendaharaan dan
Kas2 Negeri di Djaksrta

6.5ermua Kantor Pusat Perbendaharaan.

‘Wo. UP.9/28/22. Tanggol: 24 NOPEMBER 1953. Lampiran: 1.-

PERTHAT: Kenaikan pangkati saudara Bismarak
sebagai ‘Vedana Pulau VII.

&  ; Berhubun;, deng:tn surat Sauwdara tanggal 23 Oktober 1953 No.
: f 1711/K/A.5, p-rihal tersebut pada pokok surat ini, dengan ini di-
permaklumkan ecbagai berikut.

sebagal laudara kttuhhl, dalam considerans putusan kami tog-
gal 22 Agustus 1953 No.UP.9/21/39 alinea ke-II sub a, dinjotaka
bahwe quk\tﬁn vE ﬂanc Tulzou VIT sedjek beberaps lam terluang ka-
rena pemindennn pedjabat Wedana jang lama kedaerah lain dan sela-

" : m: belum ditetipkan pengisian lowongan djabatan itu diserahkan
d k -rada Bismarck, Asisten Wedana k1-I selaku pemangku djabatan
@ty %W. ana daersh crsebut.
ﬂ,;;- Penetarn sandara Bismarank selaku pemangku djabatan itu ada
A 1 sambil menungg: sanmpal jang hersangkutan memenuhi sjarat-2

k. tjokapan, jmg neskimun ¢itilik dari sudut masa-kerdja dsb., me-
norus teknis kepegavaizn, dapat is langsung diangkat mendjadi

= Wodina, namun periulah dibtuktikan dulu olehnja kesenggupan memim-
' vin daerch Xewedanan.

Saldﬁra Gers @bu: setelah mendjabat bebzrapa lama sebagai

Pemangku & jabatcn ternta memcauhi gjarst-2 jang diperlukan un-
tuk dapat diangtat sebagai edana, seningga jang bersangkutan
dengan surat ke tusan kami tersebut diatas telah ditetapkan se-
bagai Wedana Dacrah tersebut.

¥ Perlu diterangkan dicini, bshwa pengangkatan tersebut adalah
unvuk mengisi lowongan djabhatan organik spesifik jang termasuk
dalan 1l'ngkunsan Kementorian kami, jang menurut surat Menteri
Urusan Pegewsi dulu tanggal 24 April 1953 No.M.14-11- 3/Aw--89~11.

- periksa ajat 8 sub d - jang bturunannje dilampirkan bersama ini
tidaklah perlu. mendnpat persetudjuan Dewan Urusan Pegawail i.c.
Kantor Urusan Pegawal.

Demikian agar dirmaklumi, dengan permintaan dapat kiranja
Saudara melakikan pembajarer sebagaimana mestinja.-

A.n.Menteri Dalam Negeri,
Kep la B~ggan Pejﬁw01,
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Sjarat masa kerdjs untuk mengongkat Asigten Wedano mend ja-
a5 Asiston Wedana klong I.-

Menund juk pada surat Saudara tanggal 2% Oktober 1951
Noe P=7720-h4=1,dan terachir tgl, 31-10-1952 No.P~7720g-2-5
tentang hal Jamg terscbut pada pokok surat ini, dengan ind
diberitashukan, bohwa setelah tiga tohun mend jabat sebagal

Asisten Wedana scrta tjckap dan memenuhi sjarat-sjarat,

Asisten Wedana tcerscbut dapat diangkat scbagal Asisten Wee

dana kelas 1.

Peraturan chusus No.99 untuk djabatan-2 golongan IV
P.G.P. 1948 mcnjcbutkan :

"Setelah bekerdja schbagal Asisten Wedana sedikit-2nja
3 tchun dan tjakap untuk djabatan Wedana, menurut lowongan
dapst diangkat mendjadi Asisten Wedans kl.1.Y

ari kalimat, diatas tegnslch kiranja, bohwg batie 3

tahun mendjabat AJW. tidok merupakan sjarat jang mengharus-
kan untuk digngkat mend jadi AWe klely karcena discmping itu
magth térdapgt sjarat lain, Jaitu "tjakap untuk @jabatan
Wedana" dan tidak tjukup dengan "tjakap untuk djabatan AWM
dengan ditamboh lagi "menurut lowongan',

Adapun sjarat-2 jang Szaudara kemukakan merupakan gjo-
rat=2 jang terletak dalam "beleid"™ pars péniclengears menus=
rut pandanzan masing-=2 untuk menentukan pengangt tatan scba=-
el AW, klsT.

Dalam hubungan ind perlu kiranja ditegaskan bohwa cja-
rat masa kerdja dalam suatu pusns,apsbila teélah ditjapai
olch scascoranz peghiwsl, sjarat itu tidaklah merupskan gjarat
mutlak, melainkan harus pula ditindjau dari sudut apaksh
jnﬁg berkenentingan telah memenuhi sjarat=2 masa kerdjs sc-
luruhnja jang diperlukan untuk djabatan itu (vide surat cda=-
ran kami tgl, 10-7-1952 No.Up.11/9/36 jo surat cdaran Kepa-
1z Kantor Urusan Pegawal tal. 24<7-1953 Nol.AJRhg, 57-44/40u.
8774 A , »



f b s bt e A e - ke 1w~ ——

L. Scmua Gubernur lainpjag GJ ld Gubbruur &ﬁllm:ntan
2. Semua Bupati (& 43
3« Semua Residen BANDJ ARMASIN.

4, Wali Kots Djahurt“ s @

- -

NO, UP.9/22/32.~ TANGGAL, 3 SEPTEMBER 1953.=~ LAMPIRAN: -

PERIHAL: Sjarat masa kerdjas untuk mengongkat Asigten Wedana mend ja-
Agisten Wedana klog Te-
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,vw’ Menundjuk pada surat Saudara tanggel 2% Oktober 1951
. p,ﬂ?vvfp”' 2w Bon P=7720=kal,dan terachir tgl. 31-10-1952 No.P=7720g-2-5

horsr® J.°JJ {Jtﬁ tentang hal Jang terscbut pads pokok surat init, dengan ind
o 2 - B
3 M L3 s -
[ »J;Au*nJ!MJﬂﬁ = . diberitahukan, bohwa setelsh tiga tahun mend jabat sebagal
AT | ARR ___-__-—-' ]
s Asisten Wedana scrta tjzkap dan memenuhl sjarat-sjarat,

= Asisten Wedana tcerscbut dapat diasngkat scbagal Asisten We=
dana kelas T,
Pcraturan chusus No.99 untuk djsbatan-2 golongan IV
P.G.P. 1948 menjebutkan
"Setelah bekerdja scbagail Asizten Wedana sedikit-2nja
_ 3 tcohun dan tjckap untuk djabotan Wedana, menurut lowongan
! dapat dianckat mendjadi Asisten Wedana kl.I.M
Pari kalimat, distas tegaslah kironlas bBohwd paths 3
5 tshun mendjabat A.W. tidak merupakan sjarat jang mengharus-
: kan untuk dizpnskat mend jadi AWe klely, karcna disamping itu
; nasih E@rdapgt sjirat lzin, Jelitu "glakap untuk gjizbpatan
f Wedzana dan tidak tjukup dengan "tjakap untuk djsbatan AWM
f_'“ dengan ditambah lagi "menurut lowongan',

o { ) v

Adzapun gjarat-2 jang Saudars kemukakan merupskon sja=-
rat=-2 jang terletak dalom "beleid" para pénlelenggsrs menue-
rut pandangan masing-2 untuk menentukan pengangkatan scba-
gl fad. Klal.

Dalam hubungan ini perlu kiranja ditegaskan bahwa sja-
rat mosa kerdja dalam sustu pusng,apabils telah ditjapal
olch secscorang pegawal, sjorat itu tidaklah merupckan gjarat
mutlak. melainkan harus pula ditindjsu dari sudut apaksh
ja n" berkenentingan telah memenuhi sjarat-2 masa kerdjs sc=
luruhnja Jang diperlukan untuk djabatan itu (vide surat eda=

z | ran kami tgl. 10-7-1952 No.Up.11/9/36 jo surat edaran Kepa-
y Kantor Urusan Pegawai tel. 24+7-1953 No.A.Rhg. 57-44%/0w.

3 877.). :
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Demik -ﬁu bgnﬂ LMJ“, audara mendjadi maklum adanja.-
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Tand jungpinang, 2% Oktober 1953.

No. ¢ 1711/%/A.5 Kepada

Lampiran : St e SR .

Perihal : Kenaikan pangkat Jth.mentcréiDaldm L
Sismarak.-
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Menund juk surat keputusan seudara tanggal 22-8-1953
No.U.P.9/21/39, mengenai kenaikan pangkat saudara Bismarak
dari Asisten Wedana kl.I (V/b) mendjadi Wedana (V/c), dengan
ini kami memberitahukan bahwa berdasarkan surat edaran Men-~
teri Urusan FPegawai tanggal 24-4-1953 No.M.14-11-3/AW.89-11,
c.g. pengumumannja singkat tanggal 21-5-1953, punt b perihal
kenaikan pangkat, pengangkatan pegawai baru dan formasi pe-
gawal, untuk sementara kami belum dapat melakukan pembajaran
kenaikan gadji tersebut, karena atas kenaikan pangkat itu be-
lum dinjatakan dalam considerans surat keputusan tadi ten-
tang persetudjuan dari Dewan Urusan Fegawai. Pun tidak dapat
kami batja dari besluit tsb. apakah kenaikan pangkat tadi
bersifat periodik dan untuk mengisi lowongan, hal2 mana se-
= . benarnja hendaknja disebutkan dalam considerans surat kepu-

tusan jang berkenaan, agar kantor kami 4j angan mendjadi ra-
gu disebabkannja.

Oleh karena itu, untuk mentjegeh rasa ketjewa dan ke-
gelisahan diantara pegawai?2 jang bersangkutan, kami harsp su-
di kiranj=a saudara menindjau surat keputusan tadi dan memper-
baikinja dengan membubuhi keterangan? jang diperlukan sesual
dengan jang diuraikan dalam surat X.U.P. jang tsb. diatas da-
lam consideransnja untuk menghilangkan keraguraguan serto ke-
sulitan? ketika memeriksa daftar gadjinja jang bersangkutan.

Salinan dari surat kepubusan Jang diperbaiki itu, hen-
daknja segeralah dikirim kepada kami.

Kepala Kantor Pusat Perbendsharaan,
- ttd.
( M.D,J.5iahaan ).
Tindasan dikirimkan kepada:

1. Paduka Tuan Kepala Djawaten Ferbendsharasn dan Kas2 Negeril
di Djakarta, untuk diketahui.

2, Bupati/Kepala Daerzh Kabupzten Kepulausn Risu di Tandjung-
pinang, untuk diketahui,

3. Kepala Kewedanaan Pulau VII di Terenmpa, untuk diketahui.
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai, di Djakarta.

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Kepala Sub Bagian Afblp/mkspudlSl KDN.

L &@Wxﬂ%ﬁ&

L.K.Adwh
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SMENTERIAN URUSAN PEGAWAI.

| _ Djakarta, 24 April 1953.
7o, M.14-11-3/Aw.89-11.

Perihal: Kenaikan pangkat, béng- Kepad a:
angkatan pegawal baru
dan formasi pegawai.-
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Perdana Menteri dan semua
Menteri, serta pembesar?
lain jang berhak mengangkat
dan memperhentikan pegawai.

—— . - T Tt Ay - A ey P S T U S S G WSS M e e P

1. Telah sedjak pemerintahan R.I.S., ja malah
telah pemerintahan R.I. Jogja dulu, diminta perhatian
para instansi Pemerintah agar supaja dalam menaikkan peng-
kat dan mengambil pegawai baru diadakan restriksiZz untuk
menghemat dan episiensi,

Oleh Perdana Menteri R.I.S. teléh dikeluarkan
sebuah surat edaran tg. 20 Djuni 1950 No. 3966/50 jang
a.1l, memuat keputusan Pemerintah untuk membatasi kenaikan
pangkat - jang diidzinkan oleh Anggaran Negara - dengan
memperhatikan peraturan? jang berlaku tentang hal ini,
akan tetapi dengan ketentuan, bahwa untuk kenaikan pang-
kat dari pegawai2 jang sesudah tahun 1942 telah dinaikkan
pangkatnja tiga tingkat atau lebih diatas pangkatnja sc-
mula, atau jang dalam waktu kurang dari setahun sebelum
usulnja dimadjukan, telah diberikan kenaikan pangkat,
terlebih dahulu diminta persetudjuan Perdana Mehteri (Ke=-
pala Djawatan Urusan Umum Pegawai).

Selandjutnja persetudjuan itu harus diminta
djuga, djika salah scorang pegawai diusulkan untuk di-
naikkan pangkat dengen mwelebihi djumlah jang diidzinkan
dalam Anggaran legara mengenai pangkaf jang lebih tinggi
itu.

2. Dapatlah kiranja kita lihat, bahwa dengan
surat edaran Perdana lenteri tersebut diatas hak kekuasa-
an menaikkan pangkat dari pembesar jang bersangkutan telah
dikurangi.

3. Pada waktu Kabinet Moh., Natsir dengan surat
edarannja tg. 31 Oktcber 1950 No. 1968/50 dari Perdana
“enteri dilakukan pembekuan untuk sementara waktu sega-
la pengangkatan baru dan kenaikan pangkat pegawai golo-
ngan VI. Tetapi dengan surat edaran tg.l5 Pebruari 1951

- No. 2628/51 oleh P.M. Moh, Natsir diadakan kelonggaran
dari pembekuan tsb. mengenai mengisi lowongan2 dalam
djabatan jang ditentukan dalam P.G.P.,'mengisi d jabatan2



golongan dan fuang VIb jang diselenggarakan menurub

. aturan chusus No. 1 pada golongan VI P.G.P. Tetapi dalam
pada itu isi surat edaran P.M. Moh.Hatta dalam kenaikan
pangkat dan pengangkatan? pada umamnja dimintae tetap di-
perhatikan.

4. Berhubung dengan penghematan jang harus di-
adakan untuk pengeluaran tahun 1952/1953, maka Kabi-

- net sekarang ini pada rapatnja tanggal 11 Nopember 1952
telah mengambil keputusan bahwa formasi pegawai untuk
tiap?2 Kementerian/Djawatan bukanlah formasi jang diren-
tjanakan (wensch-formatie), tetapi djumlah sekaramg jang
sebenarnja (werkelijke bezetting).

¥ m%. Seland jutnja dengan surat edaran Perdana Men-
teri tg. 12 Nopember 1952 No. 24326/52 diumumkan penge-
tjualian2 terhadap keputusan tersebut, ialah sebagai
berikut:

2. Djika seseorang telah dikerdjakan pada sesuatu dja-~
batan atau ada bukti2 lain bahwa ia akan diangkatb
sebagal pegawal Hegeri dan hanja menunggu surat
pengangkatannja sadja, maka pengangkatan itu boleh
dilaksanakan dan harus diberitahukan kepada Menteri
Urusan Pegawai;

b. Pengangkatan tenaga?2 ahli (gekwalificeerde krachten)
baik jang warganegara Indonesia maupun jang ber-
bangsa asing, boleh dilandjutkan;

¢c. Kenaikan pangkat jang bersifat periodik dan untuk
mengisi lowongan boleh berlaku terus.

Pengetjualian? termaksud pada ajat b diatas
harus dipertimbangkan dulu oleh Menteri jang bersang-
kutan pade Dewan Urusan Pegawai, sebelum dilaksanakan.,

Ketentuan? tersebut diatas. berlaku djuga bagi

///pegawai2 dari daerah? otonomn.

6. Dengan keputusan Dewan Menteri tersebut diatas
maka surat edaran Perdana llenteri lMoh. Hatta tanggal'

20 Djuni 1950 No. 3%3966/50 dan surat edaran Perdana Menteri

Moh. Natsir tg. 31 Oktober 1950 No. 1968/50 dan tg. 15

Pebruari 1951 No. 2628/51 dapatlah tidak diperhati kan lagi.

7. Untuk selandjutnja didalam hal kenaikan pangkat
dan pengangkatan pegawai sipil baru diminta dengan hormat

Sdr. sukka memperhatikan dibawah ini.

. Pasal 2

——f e Untuk sementara waktu terhitung mulai 15 Nopember 1952
y) 3 7
menghentikan segala pengangkatan pegawai? sipil baru.
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Pasal 2 dari Undang-Undang No; 21 tahun 1952
tentang "Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang
Hak Pengangkatan dan Pemberhentian pezawai-pegawal
egeri Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang
Darurat No. 25 dan No. 34 Tahun 1950) sebagai Undang-

Unden g Republik Indonesia", bunjinja sebagai berikut:

4} Pagal 2.

" Dalam hal dipckerdjakan sementara, dalam hal peng-
"angkatan tetap dan dalam hal dipekerdjakan dalam ika-
"fan dinas untuk waktu jang terbatas, djika menurut
"peraturan~peraturan jang berlaku kedudukan jang ber-
"sangkutan tidak dapat diatur sendiri oleh pemegang
"kuasa Jjang berhak untuk mengangkat karena menjimpang
"dari peraturan jang berlaku, begitu pula dalam hal
"pengangkatan sementara atau pengangkatan tetap atau
"pengangkatan untuk tempo jang terbatas, djika peng-
"angkatan itu akan melebihi susunan pegawali jang di-
"idzinkan dalam anggaran, maka sekalian itu hanja
"dapat dilakuksan setelah ditjapai kata sepakat dengan
"Menteri Urusan Pegawai. Dalam hal-hal meliwati susu-
"nan pegawail maka disjaratkan djuga kats sepakalt de-
"ngan Menteri Keuangan".

‘Kiranje terang bahwa jang dimaksudkan dengan
susunan pegawal jang diidzinken dalam anggaran pada
sekarang ini belum ada. Kita sedang menunggu penge-
sahan rentjana anggaran belandja tahun 1953 oleh De-
wan Perwakilan Rakjat. Maka oleh karena itu jang di-
pakal pokok susunan pegawai ialah apa jang telah di-
putuskan oleh Dewan Menteri pada rapatnja tanggal 11
Nopember 1952, jaitu djumlah pegawail jang ada sekarang
ini (de werkelijke bezetting).

8. Dengan mengingat apa jang tersebut diatas di-
dalam hal kenaikean pangkat dan pengangkatan pegawai
baru procedurenja didjalankan sebagai berikut:

a. Pengongkatan regawai sipil baru jang termasuk tena-
ga ahli (gexwalificeerde krachten), baik jang warga-
negara Indonesia waupun jang berbangsa asing supaja
dipertinbangkan oleh Menteri jang bersangkutan pada
Dewan Urusan Pegawai Segélum dilaksanakan;

b. Kenaikan pungkat, jang oleh karenanja menjimpang dari
susunan pegagai, lebih dulu dimintakan persetudjuan
Dewan Urusan Pegawai, sebagal hingga sekarang ter-
djadi;

c. Untuk pengangkatan jang melebihi susunan pegawal

f e R TR - S e, e o R e e e e
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sub a ajat 8 untuk sementara waktu tidek didjalankan;
Kenaikan pangkat menurut open formatie jaitu dari

ruang b keruang b P.G.P. dapab didjalankan, demikian
djuga dapat dilaksanakan mengisi lowongan jang terdjadi
dalam bezetting jang ada pada tanggal 15 Nopember 1952,
menurut kekuasaan jang ditentukan oleh. Undang? No. 21
tahun 1952, dengan mempe rhatikan sub 2 ajat 8.

Mitsalnja untuk terangnja kami beri tjontoh beggini:
adé lowongan djabatan Bupati Kepals Daerah, djika diisi
dengan djalan menaikkan pegawail jang sudah ada tidak per-
lu minta persetudjuan dari Menteri Urusan Pegawai c.q.
Dewan Urusan Pegawai, ketjuali djika pengangkatan itu
menjimpang dari ketentuan2 P.G.P.. Adapun djika lowongan

itu diisi oleh tenaga baru, maka perlu dimintakan perse-

tudjuan dari Dewan Urusan Pegawai.-

MENTERT URUSAN PEGAWAI,
o _
(SOEROSO0).

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Kepala Sub Bagian Arsip/Zkspedisi KDN.
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